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Menimbang :

Mengingat

KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan
upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan
peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral
pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan
ditingkatkan pelaksanaannya,;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka Standar Pelayanan Minimal
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota
Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Kota Bekasi di Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu Il;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, Lampiran Il
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang Petunjuk
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera,;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Nomor 231/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk
Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BEKASI.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Bekasi.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bekasi.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok
ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang
diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS),
penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data
Mikro.

Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis
pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan
pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi
dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil
dan/atau manfaat pelayanan.



11.

12.

Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan
kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan
pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan
efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman
dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtera.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan agar
masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

BAB 111

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 4
Kota Bekasi menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.



(2) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator
kinerja dan target tahun 2010 - 2014 yang terdiri dari:

a. pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):

1.

cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia
20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014,

cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
sebesar 65% pada tahun 2014;

cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
sebesar 5,0% pada tahun 2014;

cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar
70% pada tahun 2014;

cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar
87% pada tahun 2014;

ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk
setiap 2 desa/ kelurahan pada tahun 2014;

ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014.

b. penyediaan alat dan obat kontrasepsi. cakupan penyediaan alat dan
obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar
30% per tahun;

c. penyediaan Informasi Data Mikro. cakupan penyediaan informasi
Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014.

(3) Indikator Kkinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak
terpisahkan dari lampiran ini.

Pasal 5

Matriks, Ringkasan SPM Bidang Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam
pelaksanaan SPM pada unit pelayanan terpadu.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Walikota membentuk
Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan disampaikan kepada
Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera bersumber dari APBD kota Bekasi.

Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan SPM
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera, bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 53 SERI E



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor
Tanggal

: 53 TAHUN 2012
: 28 Desember 2012

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BEKASI

Jenis Standar Pelayanan Batas Waktu Pencapaian Satuan Kerja/
No. Pelayanan Minimal (Tahun) Lembaga Penanggung
Dasar Indikator Nilai 2011 2012 | 2013 | 2014 Jawab
A Komunikasi Cakupan 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | Badan Pemberdayaan

Informasi dan pasangan usia Perempuan,

Edukasi subur yang Perlindungan Anak

Keluarga istrinya dan Keluarga

Berencana dan dibawah usia Berencana

Keluarga 20 tahun 3,5 %

Sejahtera (KIE

KB dan KS)
Cakupan 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | Badan Pemberdayaan
sasaran Perempuan,
pasangan usia Perlindungan Anak
subur menjadi dan Keluarga
peserta KB Berencana
aktif 65%
Cakupan 100% | 30,65 | 30,19 | 35% |100% | Badan Pemberdayaan
pasangan usia % % Perempuan,
subur yang Perlindungan Anak
ingin ber KB dan Keluarga
tidak terpenuhi Berencana
(Unmet Need)
5%




Cakupan
Anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) ber KB
70%

100 %

100 %

100 % | 100 %

100%

Badan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
dan
Berencana

Anak
Keluarga

Jenis Standar Pelayanan Batas Waktu Pencapaian Satuan Kerja/
No. Pelayanan Minimal (Tahun) Lembaga
Dasar Indikator Nilai 2011 2012 | 2013 | 2014 | Penanggung Jawab

Cakupan PUS | 100 % | 86,17% | 100 % | 100 % | 100% | Badan
peserta KB Pemberdayaan
Anggota Usaha Perempuan,
Peningkatan Perlindungan Anak
Pendapatan dan Keluarga
Keluarga Berencana
Sejahtera
(UPPKS) yang
ber KB 87%
Ratio Petugas | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | Badan
Lapangan Pemberdayaan
Keluarga Perempuan,
Berencana/ Perlindungan Anak
Penyuluh dan Keluarga
Keluarga Berencana
Berencana
(PLKB/PKB)
1(satu) Petugas

di setiap 2 (dua)
Desa/Kelurahan

10




Ratio Pembantu | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100% | Badan
Pembina Pemberdayaan
Keluarga Perempuan,
Berencana Perlindungan Anak
(PPKBD) 1 (satu) dan Keluarga
petugas di setiap Berencana
Desa/
Kelurahan

Penyediaan Cakupan 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100% | Badan

obat dan alat penyediaan alat Pemberdayaan

kontrasepsi dan obat Perempuan,
kontrasepsi Perlindungan Anak
untuk dan Keluarga
memenuhi Berencana
permintaan

masyarakat 30%
setiap tahun

11




Jenis Standar Pelayanan Batas Waktu Pencapaian Satuan Kerja/
No. Pelayanan Minimal (Tahun) Lembaga
Dasar Indikator Nilai 2011 2012 | 2013 | 2014 | Penanggung Jawab
C | Penyediaan Cakupan 100 % 40% 40,08 | 60% 100% | Badan
Informasi Data penyediaan % Pemberdayaan
Mikro informasi data Perempuan,
mikro keluarga Perlindungan Anak
di setiap Desa/ dan Keluarga
Kelurahan 100% Berencana
setiap tahun

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 53 SERI E
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